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ABSTRAK 
 
Dea Kusuma Wardani. 2016. E0012098. Penerapan Pidana Bersyarat dalam 
Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 
2591K/Pid.Sus/2011). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana bersyarat dalam 
perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapannya melalui pertimbangan 
hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-
undang dan pendekatan kasus Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa 
studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan 
metode silogisme.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana 
bersyarat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 14a KUHP dan di dasarkan pada kebebasan hakim dalam 
menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman. Meskipun pidana bersyarat tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemeberantasan Tindak Pidana, hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan 
pidana bersyarat di dasarkan pada Pasal 103 KUHP. Namun, dengan adanya asas lex 
specialist derogat legi generali, pidana bersyarat tidak dapat diterapkan karena 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan pidana 
yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan pidana yang bersifat umum 
(KUHP). 
Kata Kunci : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana bersyarat, tindak 
pidana korupsi, pertimbangan hakim 
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ABSTRAK 
  
Dea Kusuma Wardani. 2016. E0012098. Application of Criminal Probation in Case 
of Corruption (Study of Supreme Court Decision No. 2591K / Pid.Sus / 2011). 
Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
This study aims to determine the settings of probation in corruption cases 
under Act No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Eradication of 
Corruption and its application through the consideration of judges in Supreme Court 
Decision No. 2591K / Pid .Sus / 2011. This study uses normative law research and 
technical prescriptive or applied.  
The research approach in the form of law approach and the approach case 
study data type is secondary data with primary legal materials and secondary law. 
Data collection techniques in the form of a literature study and data analysis 
technique used is the syllogism deduction method.  
Based on the results of this study concluded that the application of probation 
in Supreme Court Decision No. 2591 K / Pid.Sus / 2011 has been in accordance with 
the provisions of Article 14a Criminal Code and is based on the independence of 
judges in imposing criminal as stipulated in the Law on Judicial Power. Although 
probation not regulated in Law Number 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 
of 1999 on Corruption Eradication, the judge has the opportunity to convict parole is 
based on Article 103 of the Criminal Code. However, under the principle of lex 
specialist derogat legi generali, probation  can not be applied as the Law on 
Corruption Eradication as a criminal provisions of a special nature can override the 
criminal provisions of a general nature (Criminal Code). 
Keyword: law on the eradication of criminal acts of corruption, probation, 
corruption, judge consideration 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
-QS. Ar-Ra’d: 11- 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
-Q.S. Al-Insyirah: 5-6- 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas izinNya dan segala 
kemudahan serta limpahan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyeleseaikan 
Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul:  “PENERAPAN PIDANA 
BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2591K/PID.SUS./2011)” 
Penulisan Hukum (Skripsi) ini membahas mengenai penerapan pidana 
bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi dalam sebuah kasus korupsi klaim 
dana ASKES di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang dilakukan oleh terdakwa dr. 
Taufiqurrahman Hamdie selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari. Dasar 
hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan 
hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi ini adalah Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) , 
(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dimana unsur-unsur di dalamnya telah terpenuhi. Majelis Hakim Mahkamah Agung 
menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar 
hukum putusan karena terdapat asas lex specialist derogat legi generalis. Penulis juga 
meneliti kesesuaian mengenai pidana bersyarat antara ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan 
ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang merupakan dasar hukum pidana di 
Indonesia. 
Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) 
ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang 
diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
memberi dukungan, bantuan, semangat, doa, saran dan kritik, serta sarana dan 
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prasarana bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh sebab itu 
dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT, selaku Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan karuniaNya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta yang telah memberika izin dan kesempatan kepada 
penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dalam 
penyusunan Penulisan Hukum ini. 
4. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum, selaku pembimbing dalam 
penulisan hukum ini yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk 
memberikan bimbingan dan arahan atas tersusunnya skripsi ini. 
5. Lushiana Primasari, S.H., M.H., yang telah memberikan waktunya untuk 
memberikan arahan atas tersusunnya jurnal skripsi ini. 
6. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H, yang telah memberikan waktu dan 
pikirannya untuk memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Wasis Suganda, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat dijadikan 
dasar dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan 
dikemudian hari. 
9. PPH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah 
memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta 
menyelesaikan penulisan hukum ini. 
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis 
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